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Indonesia dalam Cengkeraman Kleptokrasi

ketua Transparen
cv International
Delia Ferreira Ru
bio pada 2018 me
ngatakan, "Korupsi
jauh lebih mung
kin berkembang di
mana fondasi
demokrasi lemabh,
dan seperlti vang
telah Kita lihat di
banvak negara, di
mana politisi vang
lidak demokratis
dan populis dapat
mengeunakannva
untuk Keuntungan
mereka.”

ransparency  Internafbio-
I nal juga merilis pada awal
2019 bahwn Indeks Per-
sepsi Korupsi (ITPK) Indonesia
208 menduduki  peringkat
ke-89 dengan skor 38, mening-
kat satu angka dari tahun 20017
dan 2016 dengan skor 37, dan
nalk dua angka dani 2015 de-
ngan skor 36. Artinya, selama
empat tanhun, Indonesia hanya
mampu mencetak  perbaikan
IPK sebanyak dun skor, suntu
upaya perbaikan panjong yang
sangat sulit.

Skor Indonesia

DN lingkungan Asia Pasifik,
IPK Indonesia 2018 menduduki
peringkat  ke-14. Bahkan, kita
kalah dengan negara letangga,
seperti Singapura vang berada
di peringkat ke-1 dengan skor
85, Australin peringlkat ke- 2 de-
ngan skor 77. Brunel Darussa-
lam peringkat ke-6 dengan skor
63, Malaysia peringkat ke-9 de-
ngan skor 47, Vanuatu peringlkal
k=10 dengan skor 46, Kepulau-
an Solomon peringkat ke-11 de-
ngan skor 44, India peringkot
ke-12 dengan skor 41, dan China
peringkat  ke-13 dengan  skor
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Dengan angka skor 44 dari
maksimum 100 (skala 0-100, di
miana skor O paling koruptif dan
skor 100 paling tidak koruptif).

dapat diartikan balwa Indone-
sin masih terjebak dalam pusar-
an kleptokrasi yang parah. Hal
ini menjadi antitesis, di mana
suatu tatanan negara vang ber-
landaskan negara demokrasi se-
vogianya bisa mencapai  skor
IPK mendekati skor 100, tetapi
justru Indonesin terjebak dalam
kubangan kleptokrsi  dengan
IPE Indonesin berskor 38,

Didam  perspektil.  efymaology
dictionary, kleptokrasi (Aleptar-
cfy) adalah bentuk korupsi poli-
tik dan pemerintahan, di mana
pemerintah ada untuk mening-
katkan kekayvaan pribadi don ke-
kuatan politik pejabat dan kelas
penguasa  dengan mengorban-
kan populasi yvang lebih luas,
sering kali dengan kepura-pura-
an lyyanan yang jujur. Jenis ko-
rupsi pemerintah ini sering dica-
pai dengnn pengeelapan  danon
negari.  Penpgpelapan  keuangan
negarn adalah baginn dari delik
korupsi yang memperkoyn diri,
kelompok atou perusahaan seci-
ra ilegal,

Wakil Presiden Jusuf Kalla
(7/8/2019) mengntakan, "Dulu
kita sulit menjalankan ekonomi
karena negeri Kita negara Rorup
Begitu KPK (Komisi Pemberan-
tasan Korupsi) dan Jaksa Agung
memberantasnya, di Indonesia
sudah mda 10 menteri masuk
penjara dan 20 gubernur” Ter-
sandungnyn begitu banyvak peja-
bat dengan KPK merupakan in-
diknsi megarn dalom cengkernm-
an kleptokrasi. Beberapa pejabat
negeri, seperti Menteri Perda-
gangan, Menteri Agama, Mente-
ri Pemuda dan Olahraga: dan
Jjuga beberapa direksi BUMN,
seperti Direktur Utama PLN, Di-
rektur Teknologi dan Produksi
PT Krakatau Steel (Persero)
Thk, dan Direkitur Keuangan PT
Angkansa Pura II, kesemuanya
terdugn tersandung pada perila-
ku kleptokrasi vang koruptif.

Sejauh  apn  sesungruhnya
cengkeraman kleptolorasi di In-
donesin bisa kKita susur dar hulu
ke alir bagnimann kegmntnn eko-
nomi berjalan di Republik ini
Kegintan ekonomi yang berjalan
dewnsa ini tentunya berjalan se-
sual dengan tata laksana hukum
ketatanegaraan, dengan hadir-
nya trias politika, vaitu adanyva
lembaga eksekutif (pemerintah),
legislatif (DPR dan DPRD), don
vudikatif (kehakiman, kejaksa-
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an, kepolisian, serta Bea dan
Cukai dengan berbagni perang-
kat pendukungnva),

Momun, fakia menunjuldoan,
komponen trias politika dimak-
sud tidak bebas dari perilaku
kleptokrasi. Setinp komponen
memainkan perannya dalam
melnkuknn kejohaton luar binsa.
Kejahatan luar binsa yang dapat
dipotret dori versi stotistik KPK
tentang tindak pidana korupsi
(TPK) selama 2004-2018 di-
uraikon berdasarkan profesi da-
r yang tertingti ke vang rendah
secarnt berturut-turul,  yaitu
profesi anggota DPR dan DPRD
(247 orang), swagia (238 orang),
eselon [/11/00 (199 orang), la-
in=lain (109 orang), wali kota
bupati dan wakil wali kota/hu-
pati 101 omng), hakim (22
orang), gubernur (20 omng),
pengnenra (11 ormng), komisio-
ner (7 orng), jaksa (7 orang),
korporasi (5 orang), duta be-
gar (4 orang), dan polisi (2
orang). Secara total telah
lerjaring  sebonyak 998
VgL

Sementara berdasarknn jenis
perkara sejok 2004-2018, secarm
berurutan dar vang tertings ke

vang rendah adalah 1) penyuap-

an (564 perkara), 2) pengadaan
barang/jnsa (188 perkarn), 3)
penvalahgunaan anggaran (46
perkara), 4) TPPU (31 perkar),
§5) pungutan (25 perkara), 6)
perizinan (23 perkara), dan 7)
merintangi proses KPK (10 per-
kara). Sementara TKP atas da-
gar instansi/Jembagn didomina-
si yaitu 1) kementerian/lemba-
gn (321 perkara), 2) pemerintah
kabupaten/kota (295 perkara),
3) pemerintah provinsi (128
perkara), 4) DPR dan DPRD (67
perkara), 5) BUMN/BUMD (56
perkara), 6) komisi (20 perka-
).

Gambaran di atas baru dota
yang lerungkap dari KPK, be-
lum lagi datn yang terungkap
dari kepolisinn dan kejoksaan
vang tentu lebih bamyak kg

Memerangi kleptokrasi

Presiden Joko Widodo dalam
"Pidato Visi Indonesia”
(14/72M9% menegaskan de-
ngan berapi-apl, i mengingin-
kan "birokrasi di Indonesia be-
tul-betul efisien dan melayani
rakyatl. Secara eksplisit ini ada-
Inh pernyatann perang terhadap

perilaku kleptokrasi. Wibawa
negara harus ditegakkan, peme-
rintah harus mampu mengikis
semua pengaruh perilaku klep-
tolrasi, bahkan perang total
terhadap kunsa kleptokrsi.
Sesuni dengan  Undang- Un-
idong No 302002 teninng Ko-
misi Pemberantasan Tindak Pi-
donn Korupsi, Bab [, Pasal 1,
Ayal 3, "Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi adalah serang-
kaian tindakan untuk mence-
gah dan memberantas tindak
pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor,
penyvelidikan, penvidikan, pe-
nuntutan, dan pemeriksaan di
gidang pengadilon, dengnn pe-
rn serta masyarnkat berdusar-
kan peraturan perundoang-un-
dangan vang berlakn. KPK di-
bentuk dengan tujuan mening-
knthknn doya gunn dan hasil gu-
na terhadap upaya pemberan-
tasan  tindak pidana  korupsi
(Pasal 4), ldealnyva setiap insan
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Indonesin memahami, menge-
tahui, dan memiliki "ruh”™ vang
meleknt (embeded) tentang “apa
itu tindak pidana korupsi™. De-
ngan adanya persepsi yang sa-
ma terhadap tindak pidana ko-
rupsi, pelaksanaan pemberan-
insin komipsi aknn semakin ter-
arah, tepal sasaran, efisien, dan
efektil. KPK jugn berfungsi se-
bagai frigger mechanism atau
lembaga pendorong bag lemba-
Ea yvang sudah ada dalam me-
merangi korupsi., bailk secara
sisterm maupun perilaku klep-
tokrusi dari aparal.

Korupsi merupakan “keja-
hatan luar biasa (exvtra ordinary
crime) vang dopat dilakukan
oleh individu atsu  kelompok
vang ingin memperkaya  diri
sendiri atou kelompok., orang
lain, dan perusahoon secara ile-
gnl. Setinp wargn negarn harus
memaknai  secarn mendasar
bahwa korupsi adalah juga tin-
dakan yang mencederai nilai-

nilai lubur Pancasila sebagai da-
sar negara, terutama sila kelima,
"Keadilan sosial bagi seluruh
raleyval Indonesia”,

Karena korupsi merupakan
kejahatan luar biasa dan tin-
dakan menyimpang dari ni-
lai-nilai Pancasila, maka upaya
pembernninsan  korupsi  jugn
harus dilakukan dengan cara-
carn vang lunr binsn, sesuni de-
ngan ketentuonn hukum  doan
perundang-undangan vang ber-
laku. Oleh karena itu, peran

KPK harus dikedepankan.

Menurut Soekanto
(20010: 212-213), “Tidak
- ada peranan Lanpa  Ke-
dudukan atau kedudukan
tanpa peranan” Peranan
merupakan aspek dinamis dari
suatu kedudukan, bilamana in-
dividu atau suatu lembaga me-
Inkssinakan hak don kewajiban
sesual dengan  kedodukannya,
muka individo atou lembagn di-
maksud telah menjalonkan pe-
rannya. Sesuni dengan UL No
3072002 tentang KPK Pasal 3,
KPK adalah lembaga negara
vang melaksanakan tugnsnya
secarn independen dan bebas
dart pengaruh kekuasaan mana
pun. Juga secara tegas dinyvata-
kan, KPK adalah lembagn nega-
ra, bitkan lagi sebagni badan ad
hoe  dalam  pencegahan  dan
pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan peran-
nya, KPK harus merujuk pada
LU 1945 Pasal 1 Ayat 3, ynitu
"Indonesia adalah negara hu-
kum”, Oleh karena itu, KPK
harus menjadikan hukum seba-
g panglima yvang memiliki ni-
lai keadilan. Karena tanpa ke-
adilan sebagai tujuan wlfimate,
hukum bisa terperosok menjadi
alal pembenar kesewenang-we-
nangan  penguasa (perilakn
kleptokrasi). Jadi fungsi utama
dori hukum adalah mencgak-

kan keadilan (Kusumohami-
djojo, 1999: 126).
Cengkernman kleptokrasi

terjodi dalam hubungan segiti-
gn, yuitu antarn negnm, peng-
usgha, dan masyarakat. Oleh
karena itu, KPK harus mampu
menjaci lembagin kredibel da-

lam menerima pengaduan dan
melakukan investigasi terhadap
praktik-praktik korupsi, baik di
sektor publik maupun swasta,
meninjau ulang prosedur ad-
ministrasi di kementerian/lem-
baga untuk mengeliminasi ter-
Jadinya praktik korupsi. Secarn
undang-undangz KPK memililki
kemandirian  politis  sehingga
KPK harus mampu memainkan
independensinyn dalom melak-
samakan strategl dan  manaje-
mien KPK secarn simultan.

Juga diperfukan percepatan
sinkronisasi dan inisiatif global
terkait sekior jasa keuangnn
dan perpajakan, antara Bl, OJE,
Kementerian Keunngan,
PPATK, perbankan, Kejaksaan
Agung, Polri, Kehakiman, dan
KPK, khususnyan dalam mena-
ngani Midden-crime pada lem-
ban jasa kevangan, baik dalam
langkah preventil maupun tin-
doknn represif, horus segern.

Deemikian jugn dengan pemi-
deinaan terhadap korporasi se-
cara serius, korena dampaknya
hisa mencapai sepulub kali lipat
dari pidana biasa, juga untuk
menjamin bebas froud dan ko-
rupsi; serta penyelesaian segera
terhadap aset-aset vang dinya-
takan status hukumnyva sudah
inkmh, mencakup penyitaan
dan pelelangan vang ada di da-
lam dan luar negeri.

Terakhir, memprioritaskan
segern masalah hukum yang su-
dih masuk dalom  investigasi
dan penyelidikan oleh KPK,
terutmma knsus-kansus — mega-
skandal, seperti BLBI, KLBI,
rekapitalisasi perbankan, kasus
Bank Century, klaim-klaim ke-
pemilikan dana oleh masyvara-
kat yong tidak bisa dicairkan
(tnbungan, deposito, obligasi,
assef paper lainnya, dan juga
dana-dana yang tidak bertuan
di perbanknn). Bnhkan jugn ter-
hadap dana-dana milik korban
bencana seperti tsunami Aceh
yvang tidak jelns vang ado di
perbanknn nosional, hanya aki-
bat adanya diskresi dan inkon-
sistensi kebijakan, dona dimak-
sud menjadi bagian dari lega-
lisasi kleptokrasi.
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